
248

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 2 : 248 - 260

TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN TIMOR LESTE 
TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

DI KOTA DILI

Oleh : 
Hernanes Delfim Alves Silva1

Abstract
Household violence as an internal household issue, public issues are in handle 
openly through law mechanism. In response to the increasing cases of household 
violence, the Timor leste government then also formulate it as one of the common 
offenses in constitution number 7 of 2010 about household violence. This is a 
research by using empirical law research method, the result found two things, 
firstly, the special unit for the handling of victim of household violence within 
the scope of the national police of Timor Leste does not yet have an adequate law 
basis in regulating its duties and responsibilities, because the authority of the 
special unit is delegatively derived from the general authority owned by national 
police investigation agency. Second, even if there is no special law umbrella, the 
special unit still carries out its duties and responsibilities even if it is inadequate. 
The absence of special law umbrella and inadequate task and responsibilities of 
special unit  unsupported by human resources.

Keywords: Police , Domestic Violence , Responsibility

Abstrak
Kekerasan dalam rumah tangga sebaga� persoalan �nternal rumah tangga 
semata, persoalan publ�k d�tangan� secara terbuka melalu� mekan�sme hukum. 
Meny�kap� men�ngkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemer�ntah 
T�mor Leste juga kemud�an merumuskannya sebaga� salah satu del�k umum 
dalam Undag-undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. Penel�t�an dengan menggunakan metode penel�t�an hukum emp�r�s, 
has�l menemukan dua hal. Pertama, Un�t Khusus Penanganan Korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dalam l�ngkup Kepol�s�an Nas�onal T�mor Leste belum 
mem�l�k� landasan hukum yang memada� dalam mengatur tugas dan tanggung 
jawabnya, karena kewenangan d�m�l�k� un�t khusus secara delegat�f sebaga� 
turunan dar� kewenangan umum yang d�m�l�k� oleh Badan Invest�gas� Kepol�s�an 
Nas�onal T�mor Leste. Kedua, sekal�pun t�dak mem�l�k� payung hukum 
khusus, namun Un�t Khusus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
sekal�pun t�dak memada�. ket�adaan payung hukum khusus, ket�dakmemada�an 
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab un�t khusus t�dak d�dukung oleh sumber 
daya manus�a.

Kata Kunc�: Kepolisian, Kekerasan Rumah Tangga, Tanggungjawab
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I. PENDAHULUAN
Keutuhan dan kerukunan rumah 

tangga dapat terganggu j�ka kual�tas 
dan  pengendal�an d�r� t�dak dapat 
d�kontrol, yang pada akh�rnya dapat 
terjad� kekerasan dalam rumah tangga 
seh�ngga men�mbulkan ket�dakamanan 
atau ket�dakad�lan terhadap orang yang 
berada dalam l�ngkup rumah tangga 
tersebut. Bert�t�k tolak dar� hak asas� 
manus�a maka Negara T�mor-Leste 
pada Tahun 2002 untuk menjad�kan 
hukum Nas�onal atau Konst�tus� 
Republ�k Demokrat�ka T�mor-Leste 
sebaga� hukum yang pal�ng tert�ngg� 
ya�tu yang tertuang dalam ketentuan 
Pasal 16 Tentang Un�versal�tas 

mas�h banyak terjad� kasus kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT) yang 
mas�h d�lakukan oleh lak�-lak� maupun 
perempuan.

Berdasarkan data yang d� 
tangan� oleh p�hak kepol�s�an dalam 
kurun waktu 2014 sampa�  dengan 
2016 sebanyak 984 kasus KDRT yang 
d� per�nc� menjad� 935 (95,02%) kasus 
KDRT yang d�lakukan oleh lak�-
lak�, dan sebanyak 49 (4,98%) kasus   
KDRT d�lakukan oleh perempuan. 
Data kasus KDRT d� Kota D�l� yang 
d�tangan� oleh Bag�an Invest�gas� 
Kr�m�nal Kepol�s�an D�str�k D�l� dar� 
tahun 2014-2016 sebaga�mana termuat 
dalam table ber�kut �n�.

Berka�tan dengan KDRT yang 
semak�n marak terjad� d� Dili Timor 
Leste sebaga�mana d�ura�kan d� atas, 
maka Pol�s� d�harapkan tamp�l sebaga� 
p�lar utama dalam penanganan t�ndak 
p�dana KDRT. Tamp�lnya Pol�s� dalam 
penanggulangan KDRT tersebut sejalan 
dengan amanat Pasal 147 Konstitusi 

No Jenis KDRT Pelaku KDRT
Tahun

Total
2014 2015 2016

1. Kekerasan f�s�k 
Lak�-lak� 189 217 238 644

Perempuan 14 11 18 43

2. Kekerasan Seksual
Lak�-lak� 113 94 71 278

Perempuan 5 0 1 6

3. Kekerasan Ps�kolog�
Lak�-lak� 2 2 8 12

Perempuan 0 0 0 0

4. Kekerasan Ekonom�
Lak�-lak� 0 0 1 1

Perempuan 0 0 0 0

T o t a l 323 324 337 984

dan Persamaan (Universalidade no 
Igualdade) dan pasal 17 tentang 
Persamaan antara Perempuan dan 
Lak�-lak� (Igualdade ba Feto no 
Mane). Namun real�tas menunjukkan 
bahwa t�ndakan-t�ndakan d�skr�m�nat�f 
mas�h saja terjad� d� masyarakat T�mor 
Leste. Fakta menunjukkan bahwa 

Sumber : Data stat�st�c B�ro Operas� KDRT (Violencia deomestica) tahun  2014-2016

Tabel Stat�st�k Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga d� Kota D�l� 
T�mor Leste Tahun 2014-2016
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Republik Demokratik de Timor-Leste 
(CRDTL) yang menempatkan �nst�tus� 
kepol�s�an dan keamanan la�nnya 
(Polisia no forsa siguransa sira) 
untuk menjaga ketert�ban, keamanan 
dan melaksanakan penegakan hukum, 
terutama menjad� pembantu peny�d�k 
t�ndak p�dana. Sebaga� pembantu 
peny�d�k (Kejaksaan), maka kepol�s�an 
mem�l�k� tanggung jawab untuk 
menyel�d�k� dan memproses t�ndak 
p�dana. 

K�tab Undang-undang Hukum 
Acara P�dana (KUHAP) atau 
(Codigo Processo Penal) T�mor 
Leste dalam Pasal 52 secara tegas 
mengatur tentang Kewenangan 
Umum Pol�s�. Ketentuan Pasal 
tersebut menegaskan, bahwa dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung 
j a w a b n y a ,  a n g g o t a  K e p o l � s � a n 
Nas�onal T�mor Leste merupakan p�lar 
utama dalam segala permasalahan 
yang terjad� T�mor Leste. Khusus 
untuk menangan� t�ndakan kekerasan 
dalam rumah tangga, �nst�tus� 
kepol�s�an telah membentuk salah satu 
un�t khusus dalam penanganan KDRT, 
ya�tu Unidade Pessoal Vulniraveis 
atau disingkat VPU sebaga�mana d� 
amanatkan oleh Pasal 147 Konst�tus�  
RDTL junto  Undang-undang Nomor 
9 Tahun 2009 tentang Kepol�s�an 
Nas�onal T�mor Leste.

Bertolak dar� tugas dan tanggung 
jawab Kepol�s�an tersebut, maka 
dalam meng�dent�f�kas� kasus-kasus 
KDRT, kepol�s�an selalu berpedoman 
pada K�tab Undang-undang Hukum 
P�dana (Kodigo Penal), yang antara 

la�n mengatur tentang: 
(1) Pasal 153 tentang pen�ndasan 

orang yang t�dak berdaya (hahaat 
ema ne’ebe laiha kbiit),

(2) Pasal 154 tentang pelecehan 
terhadap suam�/�str� (feen-la’en 
dehan aat malu), 

(3) Pasal 155 terhadap pelecehan 
terhadap anak d� bawah umur 
(hahaat labarik ki’ik sira), dan 

(4) Pasal 156 tentang dampak dar� 
t�ndakan kekerasan (Agravasaun 
Tanba Rezultado). 
Sela�n �tu, Kepol�s�an Nas�onal 

T�mor Leste dalam menanggulang� 
t�ndak p�dana KDRT juga berpedoman 
pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 
2010 yang mengatur khusus tentang 
Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(Lei Violencia Domestika). Ide dasar 
kehad�ran Undang-undang KDRT 
tersebut d�dasarkan pada pert�mbangan 
bahwa KDRT merupakan salah 
satu bentuk pelanggaran hak asas� 
manus�a, karena merupakan kejahatan 
terhadap martabat kemanus�aan serta 
bentuk d�skr�m�nas�. Ura�an d� atas 
menunjukkan bahwa dalam upaya 
penanggulangan t�ndak p�dana KDRT, 
d� satu s�s� Kepol�s�an Nas�onal sudah 
d�ber� tugas dan tanggung jawabnya 
dalam penanggulangan kejahatan pada 
umumnya, termasuk t�ndak p�dana 
KDRT. Berka�tan dengan tugas dan 
tanggungjawab kepol�s�an tersebut, 
telah d�bentuk un�t penanganan t�ndak 
kekerasan dalam rumah tangga. 
Sela�n �tu, secara mater��l Kepol�s�an 
Nas�onal T�mor Leste juga sudah 
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d�bekal� dengan seperangkat peraturan 
perundang-undangan, Undang-
undang KDRT maupun KUHP serta 
KUHAP. Sementara d� s�s� yang 
real�tas menunjukkan bahwa t�ndak 
p�dana KDRT terus saja men�ngkat. 
Kond�s� yang dem�k�an �tulah 
yang memunculkan suatu problem 
research yang berka�tan dengan 
tanggungjawab Kepol�s�an Nas�onal 
dalam penanggulangan t�ndak p�dana 
KDRT d� T�mor Leste. Bertolak dar� 
ura�an latar belakang d� atas maka 
permasalahan yang d�kaj� dalam 
penul�san �n� ya�tu :
1. Baga�manakah pengaturan 

hukum terhadap tanggungjawab 
Un�t penanganan korban KDRT 
(Invetigasi Unidade Pesoal 
Vulneraveis - VPU) Kepol�san 
Nas�onal T�mor Leste terhadap 
kasus kekerasan dalam rumah 
tangga yang terjad� d� Kota 
D�l�? 

2. Baga�manakah �mplementas� 
Tanggungjawab Un�t 
Penanganan Korban KDRT 
(Invetigasi Unidade Pesoal 
Vulneraveis (VPU) Kepol�san 
Nas�onal T�mor Leste dalam 
mel�ndung� korban KDRT?
Jurnal �n� merupakan has�l karya 

dar� penul�s send�r� dan berdasarkan 
has�l penelusuran terhadap art�kel dan 
jurnal �lm�ah terdahulu d� website t�dak 
d�temukan jurnal atau art�kel yang 
serupa dengan persoalan yang d�tul�s. 
Namun untuk persoalan kekerasan 
dalam rumah tangga bukan merupakan 

fenomena yang baru hal �n� d�bukt�kan 
dengan adanya beberapa jurnal yang 
menul�s tentang persoalan kekerasan 
dalam rumah tangga ya�tu : 
1. Jurnal yang d� tul�s oleh Tjokorda 

Istr� Putra Ast�t� dar� Fakultas 
Hukum Un�vers�tas Udayana 
dengan judul S�nkron�sas� Dan 
D�ferens�as� Putusan Hak�m 
Dalam Penyelesa�an Kasus-
Kasus Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, yang d�muat dalam 
Jurnal Mag�ster Hukum Udayana 
(Udayana Master law Journal) 
Vol. 3, No. 2, Jul� 2014.2

2. Jurnal yang d�tul�s oleh Anak 
Agung Istr� Ar� Atu Dew� 
dengan judul Dasar Kewenangan 
Pemer�ntah Daerah Kabupaten 
Badung Dalam Member�kan 
Standar Pelayanan Bag� 
Perempuan Dan Anak Korban 
Kekerasan, yang d�muat dalam 
jurnal Jurnal Mag�ster Hukum 
Udayana (Udayana Master law 
Journal) Vol. 4, No. 3, September 
2015.3

2 Putra Ast�t�, Tjokorda Istr�. SINKRONISASI 
DAN DIFERENSIASI PUTUSAN HAKIM 
DALAM PENYELESAIAN KASUS-
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH 
TANGGA. Jurnal Magister Hukum 
Udayana (Udayana Master Law Journal), 
vol. 3 no. 2 ed�s� Jul� 2014. <https://ojs.unud.
ac.�d/�ndex.php/jmhu/art�cle/v�ew/9469>.
D�akses tanggal: 19 apr�l 2017. do�: https://
do�.org/10.24843/JMHU.2014.v03.�02.p08.

3  Atu Dew�, Anak Agung Istr� Ar�. DASAR 
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BADUNG DALAM 
MEMBERIKAN STANDAR PELAYANAN 
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN 
KEKERASAN.Jurnal Magister Hukum 
Udayana (Udayana Master Law Journal), 
vol. 4 no. 3 ed�s� September 2015. <https://
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Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah 
Untuk mengetahu� dan menganal�s�s 
pengaturan hukum terhadap 
tanggungjawab Un�t penanganan 
korban KDRT (Invetigasi Unidade 
Pesoal Vulneraveis - VPU) Kepol�san 
Nas�onal T�mor Leste terhadap 
kasus kekerasan dalam rumah 
tangga yang terjad� d� Kota D�l� dan 
Untuk mengetahu� dan menganal�s�s 
�mplementas� Tanggungjawab Un�t 
Penanganan Korban KDRT (Invetigasi 
Unidade Pesoal Vulneraveis (VPU) 
Kepol�san Nas�onal T�mor Leste dalam 
mel�ndung� korban KDRT.

II. METODE PENELITIAN
Penel�t�an dengan fokus tema 

sebaga�mana d�ura�kan pada bag�an 
terdahulu merupakan penel�t�an yur�d�s 
emp�r�k, karena penel�t�an �n� berada 
d� dua ranah sekal�gus, ya�tu ranah 
yur�d�s dan ranah emp�r�k. Termasuk 
dalam ranah yur�d�s karena penel�t�an 
�n� mau mendalam� keandalan yur�d�s 
dalam mengatur tugas dan tanggung 
jawab Un�t Penanganan Korban KDRT 
PNTL terhadap penanganan t�ndak 
p�dana KDRT. Penel�t�an �n� sekal�gus 
juga berada dalam ranah emp�r�k, 
karena salah satu fokus kaj�an yang  
d�telaah adalah menyangkut wujud 
tanggung jawab Un�t Penanganan 
Korban KDRT dalam member�kan 
perl�ndungan terhadap korban KDRT. 
Penel�t�an dengan spes�f�kas� yang 
dem�k�an tentunya  menggunakan 

ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu/art�cle/
v�ew/18067>. D�akses tanggal: 19 apr�l 2017. 
do�: https://do�.org/10.24843/JMHU.2015.
v04.�03.p16

dua jen�s data penel�t�an sekal�gus, 
ya�tu bahan hukum normat�f  berupa 
dokumen-dokumen hukum) maupun  
data emp�r�k yang d�peroleh d� 
lapangan (lokas� penel�t�an)4.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pengaturan hukum terhadap 

tanggungjawab Unit 
penanganan korban KDRT 
(Invetigasi Unidade Pesoal 
Vulneraveis - VPU) Kepolisian 
Nasional Timor Leste terhadap 
kasus kekerasan dalam rumah 
tangga yang terjadi di Kota 
Dili
Berb�cara tentang tugas dan 

fungs� kepol�s�an, termasuk Un�t 
Penanganan Korban KDRT Kepol�s�an 
Nas�onal T�mor Leste, sesungguhnya 
pemb�caraan �tu mengarah ke masalah 
kekuasaan. J�ka d�telusur� leb�h jauh, 
masalah kekuasaan �tu send�r� sudah 
menjad� bahan perdebatan para f�lsuf 
Yunan� kuno sejak r�buan tahun yang 
lalu dalam ka�tannya dengan moral 
sebaga� bag�an dar� stud� tentang f�lsafat 
et�ka. Menurut Mulad� kekerasan 
terhadap perempuan saat �n� t�dak 
hanya merupakan masalah �nd�v�dual 
atau masalah nas�onal, tetap� sudah 
merupakan masalah global. Dalam hal-
hal tertentu bahkan dapat d�katakan 
sebaga� masalah transnas�onal5. Bahkan 

4 Bahder Johan Nasut�on, Metode Penelitian 
Hukum, , Bandung, CV. Mandar Maju, hlm 
162.

5 Dw� Hapsar� Retnan�ngrum, INCEST 
SEBAGAI BENTUK MANIFESTASI 
KEKERASAN TERHARAP PEREMPUAN, 
Jurnal D�nam�ka Hukum, Vol. 9 No. 1 Ed�s� 
Januar� 2009, hlm. 23.
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dalam pembangunan perempuan selalu 
menjad� korban ataupun perempuan 
selalu d�berlakukan secara t�dak ad�l 
atau adanya d�skr�m�nas� terhadap 
perempuan sepert� yang d�nyatakan 
oleh  Khusnul Khot�mah6 dalam jurnal 
nya bahwa  Dalam pembangunan 
pemberdayaan perempuan yang 
terjad� selama �n� permasalahan 
mendasar yang mas�h d�alam� adalah 
rendahnya part�s�pas� perempuan 
dalam pembangunan, d� samp�ng 
mas�h adanya berbaga� bentuk prakt�k 
d�skr�m�nas� terhadap perempuan. 
Rendahnya kual�tas h�dup perempuan 
terjad� d� berbaga� l�n�, antara la�n 
sos�al budaya, l�ngkungan, pend�d�kan, 
kesehatan, ekonom�, dan pol�t�k.

Kekerasan terhadap perempuan 
sudah ada dan terjad� sejak dahulu 
kala, kekerasan terhadap perempuan 
b�sa terjad� karena budaya yang leb�h 
mengutamakan kaum pr�a sebaga� 
orang yang berkuasa atau dengan kata 
la�n dengan kekuasaan yang ada pada 
kaum pr�a maka seenaknya men�ndas 
kaum wan�ta seh�ngga, wan�ta selalu 
t�dak d�anggap martabatnya sebaga� 
seorang yang punya hak untuk bebas 
dar� pen�ndasan dan d�sk�r�m�nas� 
sepert� yang  d�nyatakan oleh Puj� 
Astut�7 bahwa  Sejarah kekerasan 
terhadap �str� d�mula� dar� sejarah umat 
6 Khusnul Khot�mah, DISKRIMINASI 

GENDER TERHADAP PEREMPUAN 
DALAM SEKTOR PEKERJAAN, Jurnal 
Stud� Gender Dan Anak, Vol. No 1 Januar�-
Jun� 2009. PP 158-180, , hlm 1

7 Puj� Astut�, KEMANDIRIAN DAN 
KEKERASAN TERHADAP ISTRI, Jurnal 
Bulet�n Ps�kolog�, Tahun X No. 2, Desember 
2002, hlm 2

manus�a �tu send�r�. Pada awalnya lak�-
lak� dan perempuan mem�l�k� peran 
dan kedudukan yang relat�f sama 
dalam menjalankan keh�dupan sehar�-
har�. Mereka berdua adalah pemburu, 
sampa� fungs� perempuan berkurang 
karena �a berada d� rumah untuk 
mengurus� pekerjaan rumah. Perbedaan 
peran yang bermula dar� perbedaan 
f�s�olog�s �n� memunculkan konsep 
keunggulan lak�-lak� karena secara 
f�s�k �alah penyelamat keluarga.

H�ngga saat �n� semua lap�san 
masyarakat, mula� dar� para pem�k�r, 
pakar, akadem�s�, para penguasa 
send�r�, dan masyarakat umum pada 
lap�san yang pal�ng bawah pun t�dak 
ket�nggalan berb�cara tentang makna 
dar� kekuasaan. Salah satu d�s�pl�n 
�lmu yang mended�kas�kan leb�h 
banyak waktu, tenaga dan p�k�ran dem� 
pemahaman tentang kekuasaan adalah 
�lmu ps�kolog� sos�al. Oleh karena �tu 
melalu� organ�sas� serta proses-proses 
d� dalamnya, masyarakat mener�ma 
perwujudan dar� tujuan hukum. 
Secara sos�olog�s untuk mengkaj� 
perl�ndungan hukum terhadap korban 
kekerasan dalam rumah tangga8 perlu 
d�l�hat hukum dalam ka�tannya dengan 
satu s�stem. Dalam hal �n� Lawrence 
M Fr�edman berpendapat, bahwa “A 
legal systeme in actual operation is 
complex organism in wich structutre, 

8 S�t� Mufl�cchah dan Rahad� Was� B�ntoro, 
TRAFFICKING: SUATU STUDI TENTANG 
PERDAGANGAN PEREMPUAN DARI 
ASPEK SOSIAL, BUDAYA DAN 
EKONOMI DI KABUPATEN BANYUMAS, 
Jurnal D�nam�ka Hukum, Vol. 9 No. 1 Januar� 
2009, hlm. 127.  
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substance, and culture interact” 
oleh karena �tu, menurut Lawrence 
M Fr�edman, dalam pelaksanaannya 
hukum berfungs� sebaga� pengawasan 
atau pengendal�an sos�al (social 
control) dan penyelesa�an sengketa 
(dispute settlement).     

Sehubungan dengan pelaksanaan 
tugas guna mengejawantahkan fungs�, 
tujuan, dan perannya sebaga�mana 
d�ura�kan d� atas, kekuasaan kepol�s�an 
terkadang dapat menamp�lkan banyak 
“wajah” dan “karakter” yang dapat 
berubah-ubah sesua� konteks atau 
sesua� dengan s�tuas� dan kond�s� 
d� mana pol�s� �tu berada. M�n�mal 
kekuasaan kepol�s�an �tu dapat tamp�l 
dalam dua bentuk:9

1) Terkadang kekuasaan pol�s� 
d�paka� untuk mempertahankan 
status quo (kemapanan pada suatu 
waktu dan tempat tertentu);

2) D� saat yang la�n kekuasaan pol�s� 
justru d�manfaatkan sebaga� 
‘wahana’ atau ‘kendaraan’ bag� 
berlangsungnya perubahan 
pol�t�k, sos�al, ekonom�, budaya, 
dan la�n sebaga�nya.
Semua negara d� dun�a, termasuk 

T�mor Leste, mem�l�k� tekad yang sama 
untuk membangun �nst�tus� kepol�s�an 
yang kuat. Hal �n� sejalan dengan teor� 
kepol�s�an yang d�kemukakan oleh 
Reckles sebaga�mana d�kut�p oleh 
Anton Tabah bahwa: “d�s�pl�n bangsa 
hanya b�sa tumbuh apab�la mem�l�k� 
Angkatan Kepol�s�an (Police Force) 
yang kuat dan tangguh dengan s�stem 
organ�sas� kepol�s�an yang ba�k.” 
9 Erlyn Indart�, Op. Cit., hlm. 33.

Teor� kepol�s�an tersebut memperkuat 
pend�r�an bahwa kepol�s�an yang 
kuat menjad� prasyarat pent�ng 
dalam bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. D� tangan kepol�s�an yang 
kuat sajalah yang akan menjad�kan 
undang-undang menjad� hukum 
yang h�dup, dan sebal�knya d� tangan 
kepol�s�an yang lemah akan membuat 
undang-undang baga�kan barang 
mat�10. Namun dalam menjalankan 
tugas kepol�s�an juga harus berpegang 
teguh terhadap hukum dan et�ka 
profes� seh�ngga ket�ka pol�s� 
menjad�kan hukum yang h�dup pol�s� 
juga menjad� panutan bag� masyarakat 
sepert� yang d�katakan oleh Agus 
Raharjo dan Angkasa11 bahwa Pol�s� 
dalam menjalankan tugasnya sebaga� 
penegak hukum, bukan hanya harus 
tunduk pada hukum yang berlaku 
sebaga� aspek luar, mereka d�bekal� 
oleh et�ka kepol�s�an sebaga� aspek 
dalam kepol�s�an.

Bertolak dar� ura�an pengantar 
d� atas, ber�kut �n� akan d�gambarkan 
tentang otor�tas yang d�m�l�k� oleh 
Kepol�s�an Nas�onal T�mor Leste 
pada umumnya, dan pada khususnya 
mengena� Un�t yang d�bentuk untuk 
secara khusus menangan� Korban 
KDRT. Ada dua hal yang berka�tan 
dengan otor�tas kepol�s�an yang akan 
d�anal�s�s dalam ura�an selanjutnya, 
yakn� berka�tan dengan masalah 

10 Anton Tabah, 2002, Membangun Polri yang 
Kuat: Belajar dari Macan-macan Asia. 
Jakarta, PT Sumbersewu Lestar�, hlm. 3. 

11 Agus Raharjo dan Angkasa, 
PROFESIONALISME POLISI DALAM 
PENGAKAN HUKUM, Jurnal Dinamika 
Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011, hlm 2
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kedudukan Un�t Penanganan Korban 
KDRT dalam S�stem Kepol�s�an 
nas�onal T�mor Leste; dan mengena� 
pengaturan tentang mekan�sme 
penanganan t�ndak p�dana KDRT. 

Sebelum kedua hal yang 
berka�tan langsung Un�t Penanganan 
Korban KDRT dalam S�stem 
Kepol�s�an nas�onal T�mor Leste, 
alangkah ba�knya d�awal� dengan 
memperkenalkan leb�h deta�l tentang 
tugas dan fungs� Kepol�s�an Nas�onal 
T�mor Leste secara umum. Pembahasan 
yang d�mula� dar� hal yang umum 
ke hal-hal yang leb�h spes�f�k �n� 
d�maksudkan agar dapat d�peroleh 
pemahaman yang leb�h komprehens�f 
tentang permasalahan yang d�bahas 
dalam tes�s �n�. Pola pembahasan 
yang dem�k�an juga d�maksudkan 
agar dapat d�ketahu� pos�s� Un�t 
Penanganan Korban KDRT dalam 
mendukung tugas dan fungs� tertentu 
dar� Kepol�s�an nas�onal T�mor Leste.

3.2 Tanggungjawab Unit 
Penanganan Korban KDRT 
(Invetigasi Unidade Pesoal 
Vulneraveis (VPU) Kepolisian 
Nasional Timor Leste dalam 
melindungi korban KDRT
Keb�jakan perl�ndungan korban 

kejahatan pada hak�katnya merupakan 
bag�an dar� keb�jakan kr�m�nal 
(criminal policy), dan keb�jakan 
kr�m�nal tersebut sesungguhnya 
merupakan bag�an keb�jakan 
perl�ndungan masyarakat (social 
defence policy). J�ka d�l�hat secara leb�h 
luas, maka dapatlah d�paham� bahwa 
keb�jakan perl�ndungan masyarakat 
�tu send�r� merupakan bag�an �ntegral 
dar� keb�jakan sos�al (social policy). 
Pada dasarnya ba�k keb�jakan kr�m�nal 
secara khusus maupun keb�jakan sos�al 
pada umumnya beror�entas� pada 
upaya untuk mencapa� kesejahteraan 
sos�al (social welfare).12   Secara 
skemat�s hubungan antara keb�jakan 
sos�al dengan keb�jakan kr�m�nal dapat 
d�l�hat dalam bagan ber�kut �n�. 

Bagan Or�entas� Keb�jakan Kr�m�nal sebaga� Bag�an dar� Keb�jakan Sos�al13

Sumber : Barda Nawaw� Ar�ef, 1991, Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang PT. C�tra Ad�tya 
Bakt�

12 Barda Nawaw� Ar�ef, 2016, Kebijakan 
Kriminal (Criminal Policy). Semarang , 
UNDIP , hlm. 2-3.

13 Barda Nawaw� Ar�ef, 1991, Upaya Non Penal 
Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang 
PT. C�tra Ad�tya Bakt�, hlm. 3
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Meng�kut� jalan p�k�ran yang 
dem�k�an, maka dapat k�ta katakan 
bahwa dalam konteks tujuan, 
antara keb�jakan dan keb�jakan 
sos�al mempunya� persamaan atau 
mempunya� korelas� yang sangat erat. 
Sama halnya dengan keb�jakan sos�al 
pada umumnya, keb�jakan kr�m�nal 
juga berusaha dengan caranya send�r� 
membangun kesejahteraan masyarakat. 
Melalu� sarana penal maupun non-
penal, keb�jakan kr�m�nal berusaha 
meny�apkan kond�s� sos�al yang aman 
dan tert�b seh�ngga memungk�nkan 
terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat.

Perl�ndungan kepada korban 
sekal�gus mengandung pengert�an 
member�kan pula “perl�ndungan 
kepada masyarakat”, karena eks�stens� 
�nd�v�du �tu send�r� sebaga� bag�an 
dar� keh�dupan masyarakat.  Dengan 
kata la�n, masyarakat �tu terd�r� dar� 
�nd�v�du-�nd�v�du, oleh karena antara 
masyarakat dan �nd�v�du sal�ng 
berhubungan dan sal�ng melengkap�. 
Sebaga� konsekuens�nya adalah 
bahwa antara �nd�v�du dan masyarakat 
sal�ng mempunya� hak dan kewaj�ban. 
Walaupun d�sadar� bahwa antara 
masyarakat dan �nd�v�du mem�l�k� 
kepent�ngan yang berbeda, akan 
tetap� harus terdapat kese�mbangan 
pengaturan dan antara hak dan 
kewaj�ban d� antara keduanya �tu sebab 
hukum �tu ada untuk manus�a seh�ngga 
hukum harus member�kan rasa ad�l 
sepert� yang  d�nyatakan oleh Satj�pto 
Raharjo dalam jurnalnya Ham�dah 

Abdurrachman14 bahwa hukum adalah 
karya manus�a yang berupa karya 
manus�a yang ber�s� petunjuk t�ngkah 
laku, merupakan pencerm�nan dan 
kehendak manus�a tentang baga�mana 
seharusnya masyarakat d�b�na dan 
d�bawa ke arah mana. Oleh karena �tu 
hukum mengandung rekaman �de-�de 
yang d�p�l�h masyarakat dar� tempat 
hukum d�c�ptakan, ya�tu �de kead�lan.

Meng�ngat keb�jakan 
perl�ndungan korban merupakan 
bag�an �ntegral dar� keb�jakan 
kr�m�nal dan keb�jakan sos�al menuju 
perwujudan kesejahteraan sos�al, 
maka d�perlukan seperangkat keg�atan 
yang memungk�nkan korban kejahatan 
mendapatkan perl�ndungan memada�, 
mel�put�:15

1. Pelayanan kesehatan: D�lakukan 
oleh tenaga kesehatan d� sarana 
kesehatan m�l�k pemer�ntah, 
pemer�ntah daerah (d�str�k), 
dan masyarakat, termasuk 
swasta dengan cara member�kan 
pelayanan pengobatan dan 
pemul�han kesehatan korban. 
Dalam member�kan pelayanan 
kesehatan kepada korban, tenaga 
kesehatan melakukan beberapa 
upaya sebaga� ber�kut:

14 Ham�dah Abdurrachman, PERLINDUNGAN 
HUKUM TERHADAP KORBAN 
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
DALAM PUTUSAN PENGADILAN 
NEGERI SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-
HAK KORBAN, Jurnal Hukum NO. 3 VOL. 
17 JULI 2010: 475 – 491, hlm 8.

15 Badr�yah Khaleed, 2015,  Penyelesaian 
Hukum Kdrt: Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya. 
Yogyakarta: Pustaka Yust�t�a, hlm. 38.
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 a) Anamnes�s kepada korban;
 b) Pemer�ksaan kepada 

korban;
 c) Pengobatan penyak�t;
 d) Pemul�han kesehatan, ba�k 

f�s�k maupun ps�k�s;
 e) Konsel�ng
 f) Merujuk ke sarana kesehatan 

yang leb�h memada� b�la 
d�perlukan;

 g) Dalam kasus-kasus tertentu 
tenaga kesehatan dapat 
melakukan pelayanan 
keluarga berencana darurat 
untuk korban perkosaan, 
dan pelayanan kesehatan 
reproduks� la�nnya sesua� 
dengan kebutuhan med�s.

2. Pendamp�ngan korban: 
D�lakukan oleh tenaga 
kesehatan, kerja sos�al, relawan 
pendamp�ng, atau pemb�mb�ng 
rohan� dengan cara member�kan 
konsel�ng, terap�, b�mb�ngan 
rohan� dan advokas� guna 
penguatan dan pemul�han d�r� 
korban;

3. Konsel�ng: Dalam hal �n� 
berka�tan dengan pember�an 
bantuan oleh seseorang yang ahl� 
atau orang yang terlat�h sedem�kan 
rupa seh�ngga pemahaman 
dan kemampuan ps�kolog�s 
d�r� korban men�ngkat dalam 
memecahkan permasalahan yang 
d�hadap�. Pember�an konsel�ng 
d�lakukan oleh pekerja sos�al, 
relawan pendamp�ng, dengan 
mendengarkan secara empat� dan 

menggal� permasalahan untuk 
penguatan ps�kolog�s korban;

4. B�mb�ngan rohan� konsel�ng: 
D�lakukan oleh pemb�mb�ng 
rohan� dengan cara member�kan 
penjelasan mengena� hak dan 
kewaj�bannya, serta penguatan 
�man dan takwa sesua� dengan 
agama dan kepercayaan yang 
d�anut nya;

5. Resos�al�sas�: D�laksanakan 
oleh �nstans� sos�al dan lembaga 
sos�al agar korban dapat kembal� 
melaksanakan fungs� sos�alnya 
dalam masyarakat. Instans� 
Sos�al adalah �nstans� pemer�ntah 
yang ruang l�ngkup tugasnya 
menangan� urusan sos�al, dan 
�nstans� pemer�ntahan daerah 
(d�str�k) yang menanggulang� 
masalah sos�al.
Untuk peny�d�kan, tenaga 

kesehatan yang berwenang harus 
membuat Vicum et Repertum dan 
visum et Repertum Psichiatricum atau 
membuat surat keterangan med�s. 
visum et Repertum d�buat oleh dokter 
yang memer�ksa korban, sedangkan 
Vicum et Repertum Psichiatricum 
d�buat oleh dokter spes�al�s kesehatan 
j�wa. Sementara pekerja sos�al dalam 
member�kan pelayanan kepada 
korban dapat d�lakukan d� rumah 
aman, pusat pelayanan atau tempat 
t�nggal alternat�f m�l�k pemer�ntah, 
pemer�ntah daerah (Distrik) atau 
masyarakat. Dalam hal d�perlukan 
dan atas persetujuan korban, pelayan 
sos�al dapat menempatkan korban 
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d� rumah aman, pusat pelayanan, 
atau tempat t�nggal alternat�f yang 
aman untuk mel�ndung� korban dar� 
ancaman. Pengadaan rumah aman, 
pusat pelayanan, atau tempat t�nggal 
alternat�f yang d�lakukan masyarakat 
dapat d�fas�l�tas� oleh pemer�ntah dan 
atau pemer�ntah daerah sesua� dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan16

Selanjutnya dalam member�kan 
pelayanan pemul�han kepada korban, 
pekerja sos�al dapat melakukan 
sejumlah upaya sebaga� ber�kut:17

a) Menggal� permasalahan korban 
untuk membantu pemecahan 
masalahnya;

b) Memul�hkan korban dar� 
konsekuens� traumat�s melalu� 
terap� ps�ko-sos�al;

c) Melakukan rujukan ke rumah 
sak�t atau rumah amat atau pusat 
pelayanan atau tempat alternat�f 
la�nnya sesua� dengan kebutuhan 
korban;

d) Mendamp�ng� korban dalam 
upaya pemul�han melalu�  
pendamp�ngan dan konsel�ng;

e) Melakukan resos�al�sas� 
agar korban dapat kembal� 
melaksanakan fungs� sos�alnya 
d� dalam masyarakat.
Sebaga�mana d�ura�kan pada 

bag�an terdahulu bahwa dalam s�stem 
pelayanan korban KDRT d� T�mor 
Leste, p�hak PNTL telah membentuk 
Un�t Pelayan Korban KDRT (VPU) 

yang secara khusus bertugas untuk 
menangan� korban ba�k secara yud�s�al 
maupun non-yud�s�al. Penanganan 
korban secara yud�s�al dapat berupa 
t�ndakan-t�ndakan yang berka�tan 
dengan perl�ndungan korban dalam 
proses penanganan kasus KDRT 
secara hukum. Sedangkan, penanganan 
korban secara non-yud�s�al adalah 
upaya-upaya yang berka�tan dengan 
pemul�han korban ba�k secara med�s 
maupun ps�ko-sos�al dan sebaga�nya. 
Berka�tan dengan penanganan korban 
KDRT secara non-yud�s�al, p�hak VPU 
PNTL b�asanya bekerja sama dengan 
LSM yang bergerak dalam b�dang 
penanganan korban KDRT.

Ber�kut �n� akan d�paparkan 
secara emp�r�k wujud tanggung 
jawab Un�t Penanganan Korban 
KDRT Kepol�s�an Nas�onal dalam 
member�kan perl�ndungan terhadap 
korban yakn�: (1) mengena� upaya-
upaya yang d�lakukan oleh Un�t 
Penanganan Korban KDRT dalam 
member�kan perl�ndungan terhadap 
korban; dan (2) mengena� respon 
dar� Un�t Penanganan Korban KDRT 
terhadap kasus t�ndak p�dana KDRT 
yang d�laporkan atau d�adukan 
kepadanya.

IV. KESIMPULAN
1. Tanggungjawab Un�t 

Penanganan Korban KDRT 
(Investigasi Unidade Pesoal 
Vulneraveis – VPU) belum 
d�atur secara memada� dalam 
s�stem hukum Kepol�s�an 16 Badr�yah Khaleed. Ibid., hlm. 38-41.

17 Badr�yah  Khaleed. Ibid., hlm. 41.
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Nas�onal T�mor Leste maupun 
dalam Undang-undang tentang 
Ant� KDRT dan dalam KUHAP 
T�mor Leste. Ket�dakmemada�an 
pengaturan hukum yang 
dem�k�an �tu menyebabkan VPU 
t�dak bekerja secara maks�mal 
dalam penanganan korban 
KDRT d� T�mor Leste. 

2. Tugas dan tanggungjawab 
VPU dalam penanganan korban 
KDRT d�wujudkan dalam 
sejumlah program keg�atan, 
antara la�n berupaya secara 
proakt�f mencegah terjad�nya 
KDRT, membuat laporan 
�nvest�gas� mengena� kasus 
KDRT, meng�dent�f�kas� kasus 
KDRT untuk mendapatkan 
bukt�-bukt� yang d�kehendak�. 
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